
BUPATI PESAWARAN 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 88 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA 
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN, 

Menimbang a. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dipandang perlu 
mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pesawaran; 

b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 
kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4749); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



6. 	 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. 	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 
Nomor 61); 

10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten 
Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11); . 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN 
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. 	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran. 

2. 	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oIeh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. 	 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. 	 Bupati adalah Bupati Pesawaran. 

5. 	 Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran Tipe A. 

6. 	 Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Pesawaran. 

7. 	 Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
Kabupaten Pesawaran. 

8. 	 Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Pesawaran. 



9. 	 Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Pesawaran. 

10. Tugas adalah ikhtisar dari kese1uruhan tugas jabatan. 

11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 


BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 


Bagian Kesatu 
KEDUDUKAN 

Pasa12 

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di 
Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati me1alui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa13 

(1) 	 Organisasi Badan dipimpin oleh Kepala Badan. 

(2) 	 Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahkan : 

a. Sekretaris, membawahkan 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari : 

1) 
2) 
3) 

Sub Bidang Umum dan Kepegawain; 
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
Sub Bagian Keuangan. 

b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari : 

1) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; 
2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB; dan 
3) Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

c. Bidang Pajak Daerah lainnya, membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari : 

1) 
2) 
3) 

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; 
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan 
Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah. 

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri 
dari: 

1) 
2) 
3) 

Sub Bidang Pembukuan; 
Sub Bidang Validasi Piutang Pajak; 
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 



e. Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari : 

, membawahkan 

1) 
2) 
3) 

Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; 
Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; dan 
Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan R
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

etribusi Daerah 
Lampiran yang 

Bagian Ketiga 
TUGAS DAN FUNGSI 

Paragraf 1 
Kepala Badan 

Pasal4 

(1) 	 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 
penunjang urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) 	 Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan 
menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 penyusunan kebijakan teknis urusan Pendapatan Daerah; 

b. 	 pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan Pendapatan Daerah; 

c.. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Pendapatan Daerah; 

d. 	 pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 
Pendapatan Daerah; dan 

e. 	 pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/waJi kota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) 	 Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut: 

a. 	 mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis di bidang pajak dan 
retribusi daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok, fungsi dan kewenangan; 

b. 	 memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijaksanaan teknis di bidang pajak dan retribusi 
daerah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan; 

c. 	 mengoordinasikan pe1aksanaan tugas dengan instansi terkait dalam bidang 
pajak dan retribusi daerah, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan 
langkah dan gerak dalam peningkatan pendapatan daerah; 

d. 	 mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak 
dan Retribusi Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

e. 	 membagi habis tugas di Bidang Teknis dan Administrasi kepada bawahan 
agar setiap Aparatur yang berada di lingkungan Badan mempunyai dan 
memahami beban tugas dan tanggungjawabnya; 

f. 	 memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan 
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan 
dalam pelaksanaan tugas; 

g. 	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan 
kebijaksanaan yang akan diambil di bidang pajak dan retribusi daerah; 



h. 	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah
langkah kebijakan yang akan diambil; 

1. 	 menilai aktivitas, kreatifitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dari 
bawahan; 

J. 	 melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

Paragraf2 

Sekretariat 


Pasal5 

(1) 	 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) 	 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 
ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, 
penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. 	 pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, 
kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 
kegiatan lingkup Badan Pendapatan Daerah. 

(4) 	 Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut : 

a. 	 menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. 	 merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan menetapkan 
kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; 

c. 	 mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pe1ayanan teknis dan 
administrasi kepada seluruh Bidang dan Sub Bidang dalam lingkup Badan; 

d. 	 mengelola pe1aksanaan urusan umum dan kepegawaian; 

e. 	 menge101a dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, 
aset dan perlengkapan; 

f. 	 memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum, 
pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset. 

g. 	 melakukan penilaian prestasi kerja para Sub Bagian dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan karier; 

h. 	 menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan 
pemecahan masalah sesuai bidang tugas; 

L 	 menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP); 

J. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan 
fungsi; 

k. 	 melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 
kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsl. 



• 

ParagrafS 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasa16 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan peJayanan 
Administrasi Umum dan Kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat 
menyurat dan barang inventaris kantor. 

• 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan rungsi : 

a. pe1aksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; 

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian. 

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : 

a. melaksanakan tugas Bidang Umum dan Kepegawaian Badan; 

b. melaksanakan urusan Keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat
rapat Badan dan pendokumentasian kegiatan Badan; 

c. me1aksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan; 

d. melaksanakan urnsan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 
di lingkungan keIja Badan; 

e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan 
perlengkapan kantor dan aset Jainnya; 

f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 
prasarana di lingkungan Badan; 

g.. Melaksanakan pengurnsan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 
menginventarisasikan barang-barang inventaris; 

h. me1aksanakan pengelolaan Administrasi Perkantoran; 

1. me1aksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan 
data dan kartu Kepegawaian di lingkungan Badan; 

J. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta 
pemberian penghargaan; 

k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian 
pekerjaan, daftar urnt kepangkatan, sumpah/janji Pegawai, gaji berkala dan 
peningkatan kesejahteraan Pegawai; . 

1. melaksanakan penyiapan rencana Pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas; 

m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Kepegawaian dan disiplin 
Pegawai; 

n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian; 

o. menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait Bidang tugasnya; 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 



L 

Paragraf4 
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 7 

(1) 	 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2) 	 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan 
membuat Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

. kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai 
berikut: 

a. 	 melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan; 

b. 	 menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan; 

c. 	 mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan 
Badan; 

d. 	 melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan 
tahunan Badan; 

e. 	 mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing 
unit kerja; 

f. 	 mengoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan 
Pendapatan Daerah; 

g. 	 menghimpun bahan-bahan laporan Badan dari semua bidang dan sekretariat 
di Lingkup Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan evaluasi; 

h. 	 mengoordinir penyiapan laporan triwulan, semesteran dan tahunan Badan 
Pendapatan Daerah; 

merencanakan penyelenggaraan Rapat Kerja Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Pendapatan Daerah dan Rapat Konsultasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi 
Pendapatan Daerah secara berkala; 

j. 	 mengoordinir penyusunan laporan capaian kineIja dan ikhtisar realisasi 
kinerja Badan; 

k. 	 melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; 

1. 	 menyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
. Pemerintah (LAKIP); 

m. 	menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

n. 	 menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan; 

o. 	 melakukan inventarisasi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan 
program dan kegiatan serta memberikan solusi pemecahannya; 

p. 	 melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaannya; 

q. 	 menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya; 

r. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 



Paragraf5 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal8 

(1) 	 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) 	 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat Pengeolaan 
Administrasi Keuangan. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 

c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut : 

a. 	 melaksanakan tugas di Bidang keuangan pada Badan Pendapatan Daerah; 

b. 	 melaksanakan kegiatan perbendaharaan. verifikasi dan pembukuan keuangan 
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 

c. 	 melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan; 

d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semestetan; 

e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; 

f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan 
keuangan; 

g. 	 menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait Bidang tugasnya; 

h. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 

1. 	 melaksanakan tugas di bidang keuangan pada Badan Pendapatan Daerah; 

,J. 	 melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan 
anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

Paragraf6 
Bidang PBB-P2 dan BPHTB 

Pasal9 

(1) 	 Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) 	 Bidang PBB-P2 dan BPHTB adalah melaksanakan sebagian tugas menyusun, 
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan PBB-P2 dan 
BPHTB. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 
PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 



c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan dalam lingkup Bidang; dan 

d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala PBB-P2 dan BPHTB berikut : 

a. 	 membuat perumusan kebijakan teknis PBB-P2 dan BPHTB; 

b. 	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagai 
pedoman anggaran pendapatan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. 	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan; 

d. 	 mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak 
dan Retribusi Daerah, Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. 	 mengoordinasikan pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2 
dan BPHTB; 

f.. mengoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan informasi PBB-P2; 

g. 	 mengoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; 

h. 	 membagi habis tugas Bidang PBB-P2 dan BPHTB kepada Aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya; 

i. 	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

j. 	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

k. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

1. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Paragraf7 

Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB 


PasallO 

(1) 	 Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dl bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB. 

(2) 	 Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB adalah 
melaksanakan sebagian tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, 
membagi dan mengontrol kegiatan Pendataan, Penilaian dab Penetapan PBB-P2 
dan BPHTB. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyal 
rungsi: 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 



(4) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan 
BPHTB sebagai berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keIja lainnya di 
lingkungan Bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB serta 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan 
BPHTBagar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 
guna; 

d. membagi habis tugas Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB
. P2 dan BPHTB kepada Aparatur non struktural umum sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

e. menyusun rencana program dan kegiatan pendataan, penilaian dan 
penetapan PBB-P2 dan BPHTB; 

f. melaksanakan program dan kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan 
PBB-P2 dan BPHTB; 

g. menyusun rumusan sistem dan 
penetapan PBB-P2 dan BPHTB; 

mekanisme pendataan, penilaian dan 

h. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data PBB-P2 dan 
BPHTB; 

1. melaksanakan validasi data PBB-P2 dan BPHTB; 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

bawahan sebagai 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf8 
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB 

Pasal 11 

• 

(1) 

(2) 

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB . 

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB adalah 
melaksanakan tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan 
mengontrol kegiatan Pengolahan Data Informasi PBB-P2 dan BPHTB. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi : 

a. 
b. 
c. 

d. 

pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 



(4) 


(1) 

(2) 

(3) 

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan 
BPHTB sebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan Bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka penyusunan program 
keIja Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB serta penyusunan 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

• 
. d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dan 

BPHTB kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

e. 	 melaksanakan Pelayanan pendaftaran wajib PBB-P2 dan BPHTB; 

f. 	 menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan Pe1ayanan PBB-P2 dan 
BPHTB; 

g. 	 mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP 
PBB yang telah dHsi oleh Wajib Pajak; 

h. 	 melaksanakan pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB; 

I. 	 mencetak SPPT PBB-P2. 

j. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

m. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan aleh Kepala Bidang. 

Paragraf9 
Sub Bidang Penagihan PBB·P2 dan BPHTB 

Pasa! 12 

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada dl bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PBB
P2dan BPHTB. 

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB adalah melaksanakan Tugas 
menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol kegiatan 
Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menye1enggarakan fungsi : 

a. 	 pe1aksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 

c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 
program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 

d. 	 pe1aksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 



(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan Bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB serta penyusunan bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB kepada 
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

e. 	 mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak; 

f. 	 melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; 

g. melakukan kegiatan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; 

h. melaksanakan penelitian keberatan PBB-P2 dan BPHTB; 

i. memproses kadaluarsa penagihan tunggakan PBB-P2; 

J, membantu me1aksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk 
merencanakan pe1aksanaan penagihan tunggakan PBB-P2; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf 10 
Bidang Pajak Daerah Lainnya 

Pasal13 

(1) 	 Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) 	 Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan 
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pajak Daerah 
Lainya. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang 
Pajak Daerah Lainnya rhenyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pe1aksanaan kebijakan Teknis Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 
c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan dalam lingkup Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagai berikut: 

a. 	 membuat perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi Pajak 
dan Retribusi Daerah; 



b. 	 me1aksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagai 
pedoman anggaran pendapatan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. 	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan Bidang Pajak Daerah Lainnya; 

d. 	 mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak 
dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. 	 mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah; 

f. 	 mengoordinasikan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah; 

g. 	 mengoordinasikan pe1aksanaan 'pengawasan dan kepatuhan Pajak Daerah; 

h. 	 membagi habis tugas Bidang Pajak Daerah Lainnya kepada Aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya; 

i. 	 menerima, mempelajari laporan dan saran dad bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program keIja selanjutnya; 

j. 	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program keIja selanjutnya; 

k. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

I. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Paragraf 11 

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya 


Pasal14 

(1) 	 Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainya dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pajak Daerah Lainnya. 

(2) 	 Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainya adalah melaksanakan 
tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol 
kegiatan pendataan dan Penetapan Pajak Daerah lainnya. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainya menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pe1aksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Lainya 
sebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kore1asi kerja dengan unit keIja lainnya di 
lingkungan Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam rangka penyusunan program 
kerja Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dan penyusunan bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 



c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 
kepada aparatur non struktural. umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

e. 	 menyusun rencana program dan kegiatan pendataan dan Penetapan 
Pajak Daerah; 

f. 	 melaksanakan program dan kegiatan pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; 

g. 	 menyusun rumusan sistem dan mekanisme pendataan dan Penetapan Pajak 
Daerah; 

h. 	membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu 
Pengenal NPWPD; 

i. 	 melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Pajak
Daerah; 

J. 	 melaksanakan validasi data Pajak Daerah; 

k. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunari program lebih lanjut; 

1. 	 mengevaluasi hasil pe1aksanaan tugas bawahan; 
m. 	menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

n. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf 12 

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya 


Pasal15 

(1) 	 Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainya dipimpin oleh seorang kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pajak Daerah Lainya. 

(2) 	 Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya adalah melaksanakan sebagian 
tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol 
kegiatan Penagihan Pajak Daerah Lainnya. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya, menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya sebagai 
berikut: 

a. 	 melakukan sinkrcinisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan bidang pajak daerah lainnya dalam rangka penyusunan program 
keIja Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas Sub 
Bidang Penagihan Pajak Daerah serta penyusunan bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 



c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang penagihan Pajak Daerah kepada Aparatur 
non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawabnya; 

e. 	 mendistribusikan SKPD Pajak Daerah; 

f. 	 melaksanakan penyusunan rencana kegiatan penagihan Pajak Daerah; 

g. 	 melakukan kegiatan penagihan Pajak Daerah; 

h. 	 memproses penagihan tunggakan Pajak Daerah; 

i. 	 membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk 
merencanakan pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah; 

j. 	 mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dan bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

k. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

L 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

m. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf 13 

Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah 


Pasal16 

(1) 	 Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pajak Daerah Lainya. 

(2) 	 Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah adalah melaksanakan 
tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol 
kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam Iingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah, 
sebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan bidang pengelolaan data dan informasi Pajak dan Retribusi 
Daerah dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Pengawasan 
dan Kepatuhan Pajak Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah serta penyusunan bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 



c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
. lingkungan Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah 
kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

e. 	 merumuskan prosedur Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah; 

f. 	 melaksanakan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah; 

g. 	 melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
pajak daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; 

h. 	 melakukan koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah dengan 
pihak terkait; 

1. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

1. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragrar 14 

Bidang Pembukuan dan Pelaporan 


Pasal17 

(1) 	 Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

·(2) 	 Bidang Pembukuan dan Pelaporan adalah melaksanakan tugas menyusun, 
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kegiatan Pembukuan dan 
Pelaporan. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 
Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 
c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan dalam lingkup Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Pembukuan dan Pelaporan, sebagai berikut : 

a. 	 membuat perumusan kebijakan teknis tentang sistem Pembukuan dan 
Pelaporan; 

b. 	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagai 
pedoman anggaran pendapatan untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. 	 memimpin, ·mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan bidang Pembukuan dan Pelaporan; 

d. 	 mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak 
dan Retribusi Daerah, Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

e. 	 melaksanakan koordinasi pembukuan Pendapatan Daerah; 



f. 	 melaksanakan koordinasi dalam memvalidasi piutang tak tertagih; 

g. 	 melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah; 

h. 	 membagi habis tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan kepada Aparatur 
non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawabnya; 

1. 	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

J. 	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program ketja selanjutnya; 

k. . mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

I. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Paragrai 15 

Sub Bidang Pembukuan 


Pasal18 

(1) 	 Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 

(2) 	 Sub Bidang Pembukuan adalah melaksanakan tugas menyusun, merencanakan, 
melaksanakan, membagi dan mengontrol kegiatan pembukuan Pendapatan 
Daerah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Pembukuan mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembukuan sebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan kore1asi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bidang pembukuan untuk dijadikan pedoman dalarn 
pelaksanaan peketjaan; 

b. 	 rnenginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang pembukuan serta penyusunan bahan untuk pernecahan rnasalahnya; 

c. 	 rnernirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non strukturaI urnurn di 
lingkungan sub bidang pembukuan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang pembukuan kepada Aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil rnemaharni tugas 
dan tanggungjawabnya; 

e. 	 melakukan pencatatan mengenai penetapan target penerirnaan Pajak Daerah, 
Retribusi oaerah, penerimaan Daerah bukan pajak dan target penerimaan 
dari sektor Perizinan; 

f. 	 melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan realisasi Pendapatan 
Daerah; 



g. 	 menerima, mencatat dan membukukan semua SKP (Surat Ketetapan Pajak), 
SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan ketetapan penerimaan Daerah lainnya 
yang te1ah dibayar lunas dan disetor ke kas Daerah; 

h. 	 menerima, mencatat, membukukan dan menyimpan arsip surat setoran 
Pajak, Retribusi dan Penerimaan Daerah lainnya; 

1. 	 mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

j. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

1. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf 16 

Sub Bidang Validasi Piutang Pajak 


Pasal19 

(1) 	 Sub Bidang Validasi Piutang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan dan 
Pelaporan. 

(2) 	 Sub Bidang Validasi Piutang Pajak adalah melaksanakan tugas menyusun, 
merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol kegiatan validasi 
Piutang Pajak. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Validasi Piutang Pajak mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pe1aksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Validasi .Piutang Pajak sebagai berikut : 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan bidang Pembukuan dan Pe1aporan dalam rangka penyusunan 
program kerja sub bidang validasi piutang Pajak untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas Sub 
Bidang validasi piutang pajak serta penyusunan bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang validasi piutang pajak agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang validasi piutang pajak kepada Aparatur non 
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya; 

e. 	 melaksanakan pencatatan piutang Pajak Daerah; 

f. 	 melaksanakan perhitungan kualitas piutang Pajak Daerah berdasarkan 
penggolongan jenis piutang; 

g. 	 menentukan besarnya penyisihan piutang Pajak Daerah; 

h. 	 melaksanakan pencatatan akuntansi terhadap penyisihan piutang tak tertagih 
Pajak Daerah; 



1. membuat pelaporan penyisihan piutang dan penyisihan piutang tak tertagih 
Pajak Daerah; 

j. membuat penghapusan piutang Pajak Daerah; 

k. membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk 
merencanakan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak daerah lainnya; 

I. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

bawahan sebagai 

m. mengevaluasi hasil pe1aksanaan tugas bawahan; 

n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

o. me1aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf 17 
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal20 

(1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembukuan 
dan Pelaporan. 

(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah melaksanakan tugas menyusun, 
merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol kegiatan Evaluasi dan 
Pelaporan. . 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b .. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; 

(4) Uraian tugas KepaJa Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam rangka penyusunan 
program kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan pekeIjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas Sub 
Bidang Evaluasi dan Pelaporan serta penyusunan bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. membagi habis tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan kepada Aparatur 
non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawabnya; 

e. mempersiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan 
triwulan, dan laporan tahunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD, 
dan Penerimaan Daerah lainnya; 

f. melaksanakan evaluasi realisasi Pendapatan AsH Daerah (PAD); 

g. melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dengan pihak terkait; 

• 



h. 	 menyimpan dan memelihara semua arsip laporan bulanan, triwulan, tahunan 
yang menyangkut Penerimaan Daerah; 

i. 	 merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan rapat Koordinasi evaluasi 
Penerimaan Daerah dengan pihak terkait; ". 

, 
j. 	 mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan sebagai 

bahan masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

k. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

m. 	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf 18 

Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah 


Pasa121 

(1) 	 Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(2) 	 Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah adalah 
melaksanakan tugas menyusun, mengoordinasikan, merumuskan dan 
melaksanakan kegiatan Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 
Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Bidang; 
c. 	 pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan dalam lingkup Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai 
berikut: 

a. 	 membuat perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi Pajak dan 
Retribusi Daerah; 

b. 	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan sekretariat dalam 
rangka penyusunan program keIja Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak 
dan Retribusi Daerah sebagai pedoman Anggaran pendapatan untuk dijadikan 
bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c. 	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi 
Daerah; 

d. 	 mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak 
dan Retribusi Daerah, Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi 
Daerah sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

e. 	 merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi Pajak dan 
Retribusi Daerah; 

f. 	 merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ekstensifikasi Pajak dan 
Retribusi Daerah; 

g. 	 merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan Pajak dan 
Retribusi Daerah; 



h. 	 membagi habis tugas Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi 
Da~rah kepada Aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggtingjawabnya; 

1. 	 menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; . 

J.. membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk dijadikan 
bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

k. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

1. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Paragraf 19 

Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah 


Pasa122 

(1) 	 Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. 

(2) 	 Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan tugas 
menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol kegiatan 
Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai 
berikut: 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi keIja dengan unit kerja lainnya di 
Iingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan pajak dan retribusi daerah 
dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan 
Retribusi Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah serta penyusunan bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas sub Bidang Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah 
kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

e. 	 merencanakan pelaksanaan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; 

f. 	 mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi pajak dan Retribusi Daerah 
dengan pihak terkait; 

g. 	 melaksanakan kajian terhadap Produk Hukum Daerah dalam pelaksanaan 
intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; 



h. 	 mengumpuIkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

i. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

j. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

k. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf20 

Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah 


Pasal23 

(1) 	 Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. 

(2) 	 Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan 
tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, membagi dan mengontrol 
kegiatan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang; 
b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 
c. 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 
d. 	 pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang. 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Subbidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai 
berikut: 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kelja lainnya di 
lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan pajak dan retribusi daerah 
dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak 
dan Retribusi Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 
Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah serta penyusunan bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d. 	 membagi habis tugas Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah 
kepada Aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap 

. personil memahami tugas dan tanggungjawabnya; 

e. 	 mengidentifikasi potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah; 

f. 	 menyiapkan data sebagai bahan pengkajian pengembangan Pajak dan 
Retribusi Daerah; 

g. 	 menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Pajak dan 
Retribusi Daerah; 

h. 	 menyiapkan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan 
Bupati dan Keputusan Bupati; 

i. 	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 



j. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

k. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

1. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

Paragraf21 

Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 


Pasa124 

(1) 	 Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Pendapatan Daerah. 

(2) 	 Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah adalah melaksanakan tugas 
menyusun, merencanakan, me1aksanakan, membagi dan mengontrol kegiatan 
Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah. 

(3) 	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub 
Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fUngsi : 

a. 	 pelaksanaan kebijakan Teknis Sub Bidang; 

b. 	 pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang; 

c, 	 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan 
kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan 

d, . pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang, 

(4) 	 Uraian tugas Kepala Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai 
berikut: 

a. 	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di 
lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah 
dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan 
Retribusi Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. 	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang tugas Sub 
Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah serta penyusunan bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. 	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur non struktural umum di 
lingkungan Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 

d, 	 membagi habis tugas Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 
kepada Aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya; 

e. 	 merencanakan kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

f. 	 melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan 
penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah; 

g, 	 melaksanakan penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah; 

h, 	 mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan masukan dalam penyusunari. program lebih lanjut; 

1. 	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

j. 	 menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 

k. 	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 



Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan Fungsional 


Pasa! 25 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

BAH III 

TATAKERJA 


Pasal26 

(1) 	 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) 	 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bila teljadi penyimpangan agar mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) 	 Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) 	 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

(5) 	 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Japoran lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6) 	 Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(7) 	 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan 
dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan 
rapat berkala. 

BABIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 


Pasal27 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 37 
Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak ber!aku. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal28 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Ditetapkan di Gedong Tataan 
Pada tangga113 Desember 2016 

BUPATI PESAWARAN, 

dto 

DENDI RAMADHONA K. 

Diundangkan di Gedong Tataan 
Pada tanggal 1 J anuari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN, 

dto 

HENDARMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 108 

Ses n Salinan Aslinya 
HUKUM 

Pern .1 
NIP. 19661015 199503 2 002 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPlRAN : PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 88 Tahun 2016 
KABUPATEN PESAWARAN TANGGAL : 130esemt)er 2016 

KEPALA BADAN 

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL 
SEKRETARIS 

I 

SUBBAG SUBBAG 
UMUM DAN PROGRAM EVALUASI 

KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN 

SUBBAG 
KEUANGAN 

BlDANG 
PBB-P2 DAN BPHTB 

SUBBIDANG 
r-  PENDATAAN PENlLAIAN DAN 

PENETAPAN PBB-P2 & BPHTB 

I 

I I 
!BIDANGBIDANG 

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN PENDAPATANPAJAK DAERAH LAINNYA 
PAJAK & RETRIBUSI DAERAH 

I I I 
SUBBIDANG 

PENDATAAN DAN PENETAPAN 
PAJAK DAERAH LAINNYA 

SUBBIDANG 
PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

LAINNYA 

SUBBIDANG 
PENGAWASAN DAN 

KEPATUHAN PAJAK DAERAH 

SUBBIDANG SUBBIDANG
PEMBUKUAN- r- INTENSIFIKASI PAJAK DANf---

RfTRIBUSI DAERAH 

SUBBIDANGSUBBIDANG SUBBIDANG 
'- VAUDASI PIUTANG PAJAKr- PENGElOlAAN DATA DAN - EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN-

IFORMASl PBB-P2 &BPHTB RETRIBlJSI DAERAH 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANGI 
-'  PENAGIHAN PBB-P2 DAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENYULUHAN PAJAK DAN 

BPHTB 
--

RETRIBUSI DAERAH 

j-:~i, H I{A~ 
,o~\> ~ 
~~esuai Dengan an Aslinya BUPATI PESAWARAN, 
, >-.I!.EI!ALA •U1 


i ~s:r ~4 

>A" I UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH I" \ S~I.'\ti~'1 U~"i\I\ , " ' 

~.*,t;, L #ASS.H. dto 

!BIDANG 

DENDI RAMADHONA K. 



